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BAB IV 
PENUTUP 
1. ltesimpulan 
1 .1 . Aqenda pertanqgunqjawaban presiden terhadap pelanqqaran TAP 
Tentanq Kl<N merupakan baqian dari tuqas yanq harus 
dipertanqgunqjawabkan presiden selaku mandataris, karena 
dalam ketetapan tersebut berisikan tuqas-tuqas yanq oleh MPR 
dirasa perlu untuk dilaksanakan oleh presiden (sebaqai tuqas 
tambahan diluar kekuasaan Yanq telah diperoleh secara 
atributif). Tuqas tersebut diantaranya berupa kewaj.iban aqar 
presiden terhindar/tidak melakukan praktek Kl<N, membentuk 
lembaqa Pemeriksa atas kekayaan pejabat. Seandainya 
mandataris memberikan pertanqqunqjawaban dan ditolak MPR 
tidak serta merta berpenqaruh terhadap kedudukanya sebaqai 
presiden (selaku kepala pemerintahan dan kepala neqara). 
Adanya kesalahan mandataris hanya d;mlngkinkan diberinya 
sanksi berupa ditarilcnya mandat tarsebut oleh MPR.· Karena 
tanqgunqjawab atas pelaksanaan kekuasaan tetap ada pada 
lembaqa pembeJ:i kekuasaan yakni MPR. 
1.2. 	OPR dalam. memberikan memorandum. pertama. kepada preaiden tidak 
sesuai dengan mekanisme yanq ~ah diatur dal.&IIl Peraturan 
Tata-Tert1b DPR.No.16/DPR RI/I/1999-2000 . 
. 3. Suhstanai Memora:n.d.wa tentang pelanggaran haluan nagara yang 
dilakukan oleh presiden dan dijadikan juga sebaga1 agenda 
68 

pertanggungjawaban dalam Sidang Ist~wa mempunyai kelemahan 
yuridis, yaitu : 
1.3.1.Pelanggaran terhadap TAP.XZ/MPR/1998 Tentang KKN. 
(a)Tidak dijelaskan perbuatan presiden yang yang tidak 
bersih dari KRN, karena untuk korupsi sudah ada 
Surat Jaksa Agung, sehingga harus dijelaskan 
perbuatan nepotisme dan kolusi yang mana yang telah 
dilakukan presiden. 
(b) Tidak spesifik menyebutkan pasal yang mana didalam 
TAP.XI/MPR/1998. Yang dilanggar oleh mandataris. 
Sehingga akan sulit bagi seorang mandataris dalam 
merinci pertan~gun~jawaban akan pelaksanaan tugas 
yang dilimpabkan kepadanya. 
1.3.2.Pelan~garan terhadap Ps.9 CUD 1945 Tentang sumpah 
jabatan. 
(a)Pada lafal sumpah/janji terkandung makna 
(kesan~gupan) kepada Allah bagi presiden (selaku oran~ 
yan~ beragama) untuk mantaati dan tidak melan~gar apa 
yang diucapkanya. Disisi lain presiden d:iJDaksudkan 
untuk melaksa.naltan apa yanq Ia u.c:apkan didalam 
sumpah/janji sehin~~a Ia bertangqanqjawab kepada MPR. 
(b) Pelanq~aran atas isi sumpall jabatan dalam pasal 
ayat 1 OOD 1945 dapat ditarik seba~ai dasar hukum 
pertanggunqjawaban dan peaiberhentian prersiden. 
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(e) Pasal 9 ayat 1 dapat dijadikan dasar pemberhentian 
presiden sebatas pada pelanggaran/tidak dipenuhinya 
isi dari sumpah atau janji yang telah diueapkan 
dihadapan MPR/DPR, dengan menyebut i8i sumpah atau 
janji yang dilanggar presiden. 
(d)Di 	 dalam 8ubstansi Memorandum kedua dan agenda 
pertanggungjawaban presiden di sidang istimewa tidak 
seeara jelas disebutkan pelanggaran presiden atas isi 
sumpah/ j anj i presiden seperti yang tertera di dalam 
rumusannya . 
. Saran. 
(1) 	.Lembaga kepresidenan, terutama dalam hal pertanggungjawaban 
perlu mendapatkan perhatian dalam rancangan amandemen UUD 
1945 dan seyogyanya diatur secara jelas didalam. batanq tubuh 
UUD 1945 sehingga dapat dihind.ari konflik antara lembaga 
tertinqgi neqara dengan lembaga tiD9Cli neqa.ra ataupun 
sesama lembaqa ting9i neqara. 
(2) .Perlunya pe.rum.usan "pe.la.ngga.ran ha.l.uan D.89'a.ra" secara jel.as 
da1am batanq t.ul;)uh r.anoanqan UUlndemen otm 1945, sebaqai 
a.lat ukw: untuk dapat membe.chentikan pJ:e8i.dan.... Kal:ena. 
analisis yurid.is su1.it menyentuh analisis d.en.qan tol.ak ukur 
yang disandarkan pada penilaian politis, d;mana MPR/DPR 
adalab lembaqa pol.itik ya.rt.C) menda.sa.rkan diri dal.am. 
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penqambilan keputusanya pac;ia kompromi dan kesepakatan 
politik sehinqqa "melanqqar haluan neqara" yanq selalu 
memiliki dimensi sanqat luas dan berqantunq subyektifitas 
dari kepentinqan mayoritas parlemen. 
(3) .MPR dalam mendistribusikan kekuasaanya berupa pelimpahan 
tuqas (mandat) kepada presideD seyoqyanya denqan jelas 
menyebut didalamnya (= Ketetapanya) bahwa pelaksanaan atas 
tuqas tersebut adalah presiden selaku mandataris. 
